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Perjanjian Perkawinan dalam praktik peradilan masih terdapat perbedaan 

penerapan hukum terhadap keabsahan perjanjian perkawinan yang tidak 

didaftarkan di Kantor Urusan Agama. Putusan Pengadilan Agama Batam Nomor 

1718/Pdt.G/2021/PA.Btm mengesampingkan perjanjian yang dibuat di hadapan 

notaris karena tidak didaftarkan, sehingga menimbulkan persoalan mengenai 

kesesuaiannya dengan Pasal 1320 dan Pasal 1338 KUHPerdata serta konsep akad 

dalam hukum Islam. 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hukum Majelis 

Hakim dalam memutus keabsahan perjanjian perkawinan dalam Putusan 

Pengadilan Agama Batam Nomor 1718/Pdt.G/2021/PA.Btm. Penelitian ini juga 

bertujuan untuk menganalisis dampak dari putusan tersebut terhadap para pihak dan 

untuk menganalisis upaya hukum untuk memberikan perlindungan dan keadilan 

bagi para pihak terhadap perjanjian perkawinan yang tidak didaftarkan.  

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan 

pendekatan kepustakaan yang menitikberatkan pada analisis terhadap peraturan 

perundang-undangan, doktrin hukum, dan putusan pengadilan. Pendekatan yang 

digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan 

pendekatan kasus. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan sifat penelitian 

preskriptif analitis.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan Majelis Hakim lebih 

menitikberatkan pada tidak didaftarkannya perjanjian perkawinan di Kantor Urusan 

Agama. Namun, berdasarkan Pasal 1320 dan Pasal 1338 KUHPerdata dan konsep 

akad dalam hukum Islam, perjanjian yang dibuat secara sah di hadapan notaris tetap 

memenuhi syarat sah perjanjian dan rukun serta syarat akad sehingga mengikat para 

pihak. Putusan tersebut berdampak pada lemahnya penerapan asas hukum 

perjanjian serta mengakibatkan harta yang diperjanjikan sebagai harta terpisah tetap 

dikualifikasikan sebagai harta bersama. Upaya hukum yang dapat ditempuh 

meliputi upaya represif melalui pengajuan gugatan baru untuk memperoleh 

pengakuan atas keabsahan dan keberlakuan perjanjian perkawinan. Disarankan agar 

pembentuk undang-undang mempertegas kedudukan pencatatan perjanjian 

perkawinan sebagai persyaratan administratif, hakim menerapkan Pasal 1320 dan 

Pasal 1338 KUHPerdata secara konsisten, serta para pihak yang dirugikan 

menempuh gugatan baru (nieuw geding) untuk memperoleh pengakuan atas 

keabsahan dan kekuatan mengikat perjanjian perkawinan. 
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